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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Warohmatullohi 

Wabarokatuh 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya kami masih diberikan 

kesempatan untuk menyelesaikan tugas-

tugas pengawasan Obat dan Makanan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan 

Tahunan Balai Besar POM di Yogyakarta 

merupakan salah satu wujud 

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 

anggaran pemerintah. Di Era Revolusi Industri 4.0 dan dalam rangka menyongsong Era 

Society 5.0, dimana lingkungan semakin dinamis, dengan semakin majunya Teknologi 

dan dengan adanya kebijakan e-smart industri Kecil dan Menengah (IKM), tersebut 

sangat membantu para pelaku usaha untuk secara lebih massif dapat mempromosikan 

produk mereka di platform digital. Perubahan lingkungan eksternal yang semakin dinamis 

berakibat pada semakin kompleksnya tugas fungsi pengawasan Obat dan Makanan. 

Menyadari hal ini, di Internal Balai Besar POM di Yogyakarta terus berupaya 

mengembangkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, menumbuhkan kreatifitas 

dan inovasi , dan disisi lain terus menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai 

pihak agar pengawasan obat dan makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan 

efektif sesuai amanat Inpres nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektifitas Pengawasan Obat 

dan Makanan. 

Tahun 2021 merupakan tahun tantangan bagi bangsa kita dan di seluruh dunia karena 

pandemi Covid19 masih belum berakhir. Hal ini sangat berpengaruh pada pola kinerja 

dan menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan.. 

Namun Balai Besar POM di Yogyakarta bergerak adaptif melakukan penyesuaian dalam 

berkinerja untuk mencapai tujuan dengan tetap menerapkan dan memperhatikan protokol 

kesehatan. Dalam Laporan kegiatan Tahun 2021 ini disampaikan hasil pengawasan Obat 

dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Yogyakarta yang meliputi pengawasan 

pre-market dan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel, pengujian 

laboratorium produk Obat dan Makanan yang beredar, inspeksi dalam rangka 

pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang Baik, pengawasan 
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iklan dan penandaan, serta intelijen dan penyidikan. Disampaikan pula upaya intensifikasi, 

bimbingan dan penyuluhan, serta upaya penegakan hukum yang telah dilakukan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, selama tahun 2021 dilakukan pula upaya 

Balai Besar POM di Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat, baik secara mandiri 

oleh Balai Besar POM di Yogyakarta ataupun bermitra dengan pemngku kepentingan. 

Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu pilar dari 3 pilar pengawasan, 

karena masyarakat yang cerdas akan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu 

memilih Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya. 

Sepanjang tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta telah 

menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain mampu meraih 

predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan semangat dan komitmen 

yang tinggi meskipun dalam situasi pandemi. Balai Besar POM di Yogyakarta mendapat 

Penghargaan Museum Rekor Dunia ï Indonesia (MURI), Rekor pembentukan Duta 

Keamanan Pangan dengan Jumlah Terbanyak 1010 duta. Mendapatkan Anugerah 

Indonesian Consumer Protection Award kategori ñGoldò. UPT dengan prestasi terbanyak 

tingkat Badan POM. Peringkat 2 UPT Badan POM dengan Nilai Hasil pengawasan 

kearsipan tahun 2021 adalah 91,91 atau AA (sangat memuasakan). Juara 1 Lomba 

Desa Pangan Aman Tingkat Nasional Kalurahan Panggungharjo, Bantul,DIY. Juara 2 

Lomba PAsar Aman Berbasis Komunitas PAsar Gentan, Sleman, DIY.Terbaik V Quality 

Manajemen System 9001:2015. 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Balai Besar POM 

di Yogyakarta dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan mendukung 

pelaksanaan tugas tugas pengawasan Obat dan Makanan. Semoga pencapaian Balai 

Besar POM di Yogyakarta dalam Laporan Tahunan ini menjadi ujung tombak (platform) 

bagi Balai Besar POM di Yogyakarta untuk bekerja lebih baik lagi dalam upaya melindungi 

masyarakat terhadapa peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenihi persyaratan 

keamanan, manfaat/khasiat dan mutu.    

Wassalamu alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

 

 

Kepala Balai Besar POM di 

Yogyakarta 

 

 

 

Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt
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Balai Besar POM di Yogyakarta meraih 

predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) tahun 2019. Dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan untuk 

meraih predikat yang lebih tinggi maka 

Balai Besar POM di Yogyakarta 

mempersiapkan untuk mendapatkan 

predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM).  

 

Salah satu kegiatan yang dilakukan 

adalah Pencanangan Zona Integritas 

Menuju WBBM pada tanggal 10 

September 2021 bertempat di Aula 

Balai Besar POM di Yogyakarta secara 

hybrid.  

 

 

Dalam pencanangan ini dihadiri oleh Ketua 

Komisi IX DPR, Inspektur Utama Badan 

POM, Kepala KPPN, Kepala Pengadilan 

Negeri, Kepala Ombudsmen DIY dan wakil 

dari lintas sektor. Dalam acara dibacakan sambutan Gubernur DIY yang dibacakan oleh 

Wakil Gubernur DIY untuk mendukung Pembangunan Zona Intergritas Balai Besar POM 

di Yogyakarta menuju WBBM.  

Gambar 1. Pencanangan Zona Integritas 

Menuju WBBM tanggal 10 September 2022 

Gambar 2. Sambutan Inspektur Utama 

Badan POM 

Gambar 3. Penandatanganan Komitmen 

Zona Integritas Menuju WBBM 

Gambar 4. Sambutan Gubernur DIY yang 

dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY 
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Setelah berhasil meraih 

Predikat Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) pada 

tahun 2019, BBPOM di 

Yogyakarta terus 

berkomitmen untuk 

meningkatkan reformasi 

birokrasi hingga pada 

tahun 2021 ini BBPOM di 

Yogyakarta berhasil 

meraih apresiasi berupa 

Penghargaan Predikat 

Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM).  

 

Penghargaan Zona Integritas (ZI) diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) Bapak Tjahjo 

Kumolo secara virtual pada Senin 20 Desember 2021. 

Penghargaan ini dapat diraih berkat dukungan dari semua pihak yaitu masyarakat, stake 

holder, dan pelaku usaha. Dengan penghargaan ini, BBPOM di Yogyakarta berkomitmen 

untuk terus meningkatkan pelayanan melalui berbagai inovasi antara lain Inovasi Aplikasi 

Hitung Informasi Nilai Gizi (ING), Aksi Gendarku Bebas Boraks (GeBer), 

NewKulinerkuOK, dengan motto Sambut dengan Senyum dan Salam disertai Semangat 

untuk Memberi Solusi (5S). BBPOM di Yogyakarta juga mengakomodir kearifan lokal 

melalui Inovasi Ngopi Selow (Ngobrol Pintar Selasa Wage) dan motto layanan berbahasa 

Jawa yaitu Tanggap, Tanggon lan Trengginas, Ngladosi Kanthi Gumolonging Ati. 

Gambar 5. Sertifikat Pengharagaan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) 
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Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional 

yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya 

promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan 

melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. 

Salah satu keterlibatan Badan POM dalam gerakan nasional ini adalah melalui  proyek 

prioritas nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas dan 

Keamanan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS). 

 

Gambar 6. Penerimaan Penghargaan Desa Pangan Aman  

Program Desa Pangan Aman dicanangkan bertujuan untuk meningkatkan 

kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang 

aman sampai pada tingkat perseorangan sekaligus memperkuat ekonomi desa. BBPOM 

di Yogyakarta tahun 2021 mengintervensi 8 desa. Prestasi pada tahun 2021 Kalurahan 

Panggungharjo, Sewon, Bantul berhasil meraih Juara 1 Nasional Desa Pangan Aman 
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Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 

direvitalisasi oleh Badan POM menjadi Pasar Pangan 

Aman Berbasis Komunitas. Hal tersebut dikarenakan 

sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat 

tidak hanya harus aman dari bahan berbahaya, tetapi 

juga harus disiplin dalam menerapkan protokol 

kesehatan.  

Target pasar intervensi tahun 2021 untuk Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah dua pasar yaitu Pasar 

Bendungan 

Kulon Progo 

sebagau target 

intervensi serta 

Pasar Playen 

sebagai pasar 

pengawalan. Prestasi pada tahun 2021 Pasar 

Gentan Sleman meraih Juara 2 Nasional Pasar 

Aman Berbasis Komunitas. 

 

Gambar 7. Sertifikat 

Penghargaan Lomba Pasar 

Pangan Aman Berbasis 

Komunitas 

Gambar 8. Penerimaan Penghargaan 

Lomba Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas 
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Sebelumnya terminologi yang 

digunakan adalah PJAS 

kepanjangan dari Pangan Jajanan 

Anak Sekolah, diredefinisi menjadi 

Pangan Jajanan Anak usia 

Sekolah. Perbedaan keduanya 

adalah Pangan Jajanan Anak usia 

Sekolah dapat diperoleh dari jalur 

distribusi PJAS yang dapat 

diakses oleh Anak usia Sekolah 

baik di sekolah, lingkungan sekitar 

sekolah, rumah tinggal, dan atau 

e-commerce serta sepanjang 

waktu, kapan pun anak usia 

sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan 

PJAS. Prestasi pada tahun 2021 SDN Krapyak Wetan Bantul meraih Juara 3 Nasional 

Lomba Sekolah dengan Komitmen dan Inovasi PJAS Terbaik. 

  

Gambar 9. Pengumuman Pemenang Lomba Sekolah 

dengan Komitme dan Inovasi PJAS Terbaik Tingkat SD 

secara Daring 

Gambar 10. Penyerahan Sertifikat oleh Kepala 

BBPOM di Yogyakarta kepada SDN Krapyak Wetan 

Bantul 
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Gambar 11.Piagam Pelayanan Prima dari Badan POM 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan dengan kualitas melebihi 

harapan pengguna layanan. Pelayanan prima berkaitan erat dengan kepuasan 

pelanggan, merupakan strategi meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan 

kesan positif dari masyarakat selain itu perlu ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia 

yang handal. Penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu 

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 

Unit Penyelenggara Pelayana Publik sebagai acuan bagi penanggungjawab 

penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki dan menyempurnakan layanan yang 

sesuai dengan aspek-aspe penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2021 BBPOM 

di Yogyakarta sebagai Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik BPOM tahun 2021 

Kategori Pelayanan Prima. 
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Gambar 12.Sertifikat Penghargaan Raksa Nugraha ICPA 

Raksa Nugraha merupakan kegiatan pemberian pemeringkatan dan anugerah 

kepada pihak-pihak yang perduli akan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang diamanahkan oleh UUPK untuk 

mengembangkan upaya perlindungan konsumen mengadakan kegiatan pemberian 

apresiasi kepada pihak-pihak yang peduli akan perlindungan konsumen. Pada tahun 

2021 BBPOM di Yogyakarta meraih ñRAKSA NUGRAHA Indonesia Consumer 

Protection Awardò Kategori Gold. 
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 Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Yogyakarta mampu melakukan pengujian DNA 

Porcine pada komoditi pangan, kosmetik, Obat dan Suplemen Kesehatan. Pada tahun 

2021 dilakukan pengujian DNA porcine pada sampel Rutin yaitu  3 sampel Pangan, 3 

sampel Kosmetik dan 1 sampel suplemen Kesehatan. Dari 7 sampel tersebut 5 sampel 

(Pangan, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan) tidak terdeteksi DNA Porcine dan 2 

sampel (Pangan dan Suplemen Kesehatan) terdeteksi DNA Porcine.  

Disamping uji rutin BBPOM di Yogyakarta juga merupakan  laboratorium Rujukan DNA 

Badan POM. Pada tahun 2021 telah dilakukan uji porcine terhadap sampel uji rujuk dari 

: 

- BBPOM Samarinda (3 sampel Pangan) 

- BBPOM Serang (3 sampel Pangan dan 1 sampel Kosmetika) 

- BBPOM DKI Jakarta (1 sampel Kosmetika dan 2 sampel Obat) 

- BBPOM Bandung (1 sampel Kosmetika, 3 sampel Obat dan 1 sampel Suplemen 

Kesehatan) 

Dari total 15 sampel uji rujuk tersebut 8 sampel tidak terdeteksi DNA Porcine (53,33%) 

dan 7 sampel terdeteksi DNA Porcine (46,67%).  

Sedangkan sampel Uji Absah yang masuk pada bulan Desember 2020 yang dilakukan 

pengujian pada tahun 2021 berupa komoditi Suplemen Kesehatan yang berasal dari 

BBPOM Aceh (1 sampel) dan BBPOM Mataram ( 5 sampel). Dari 6 sampel uji Absah 

tersebut seluruhnya terdeteksi DNA Porcine (TMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Rujukan Nasional Uji DNA 
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Pengembangan Laboratorium Biologi Molekuler BBPOM 

di Yogyakarta menjadi laboratorium untuk menguji Covid-

19 dengan melakukan upgrade laboratorium menjadi Bio 

Safety Laboratorium Level 2 (BSL-2) dilaksanakan 

berdasarkan nota dinas dari Kepala PPPOMN kepada 

Sekretaris Utama BPOM Nomor 

PP.01.0183.834.10.30.326 

tertanggal 9 Oktober 2020. 

Pada Nota Dinas tersebut 

BBPOM di Yogyakarta 

bersama 22 Balai Besar   dan 

Balai POM di Indonesia 

diusulkan untuk melakukan 

upgrade laboratorium menjadi   

BSL-2 sehingga dapat lebih optimal dalam melakukan 

pengujian Covid-19. 

Tahapan pengujian Covid-19 setelah sampel diterima oleh 

petugas adalah Unboxing sampel, Isolasi/ Ekstraksi  RNA, 

Pembuatan master mix, dan Running PCR. Laboratorium 

BSL-2 BBPOM di Yogyakarta telah sesuai dengan 

persyaratan karena telah memiliki ruang penerimaan dan 

penyimpanan sampel, ruangan pemeriksaan spesimen (ruang 

Unboxing, Ekstraksi sampel, ruang Master Mix dan ruang PCR), Ruang untuk 

penanganan limbah infeksius telah dilengkapi dengan autoclave, Ruangan Penyimpanan 

Reagen, Jalur akses ke dalam gedung terbatas dan dilengkapi dengan kamera surveilans 

(CCTV).  

Untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan uji analis telah dilaksanakan Bimbingan 

Teknis Pengujian Covid-19 pada tgl 29 November-03 Desember 2021. Peserta Bimtek 

Pengujian Covid-19 ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 9 orang analis dari 

laboratorium Mikrobiologi dan 4 orang analis dari Laboratorium Kimia.  

Pembangunan Laboratorium Bio Safety 

Laboratorium Level 2 (BSL-2) 

 

Gambar 13. Lab BSL-2 

BBPOM di Yogyakarta 

Gambar 14. Proses 

Pengujian Sampel  
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BBPOM di Yogyakarta aktif 

mengintervensi Integrated Supply Chain 

kejahatan obat dan makanan yang salah 

satunya melalui penguatan jejaring 

dengan Aparat Penegak Hukum, Instansi 

Pemerintah terkait, Asosiasi Pelaku 

Usaha, Organisasi Profesi, Akademisi 

Pakar dan Asosiasi Masyarakat. 

Jaringan yang kuat ini memberantas 

kejahatan obat dan makanan secara cepat, 

efektif dan efesien seperti peningkatan fungsi 

intelijen, pencegahan maupun penindakan 

tindak pidana obat dan makanan. Berbagai 

kegiatan penggalangan aparat penegak 

hukum dan instansi pemerintah terkait 

dilakukan di tahun 2021. 

 

Pada 27 September 2021, Kepala BBPOM di 

Yogyakarta mendampingi Kabareskrim Polri 

untuk memberikan informasi dalam 

pengungkapan produksi obat ï obat tertentu 

(OOT) dan psikotropika terbesar di kabupaten 

Bantul dan Sleman oleh Bareskrim Polri. 

Sarana ilegal produksi psikotrpika dan OOT 

yang berada di wilayah DI Yogyakarta tersebut 

memiliki omset milyaran. Selain itu BBPOM di Yogyakarta mendukung kegiatan penyidik 

POLRI di wilayah DI Yogyakarta dengan menyediakan bantuan tenaga ahli dan pelayanan 

pengujian laboratorium selesai dalam waktu satu hari serta menerima pengujian di hari 

sabtu. 

 

 

Gambar 15. Koordinasi Criminal Justice 

System Deputi IV BPOM, Kepala BBPOM di 

Yogyakarata dengan Dirresnarkoba Polda DIY. 

Gambar 16. Pemusnahan Barang Bukti 

Obat Obatan Ilegal di Dirresnarkoba 

Polda DIY 

Gambar 17. Pertukaran Informasi terkait 

Pengungkapan Temuan Pabrik Ilegal Obat 

- Obatan di Kabupaten Sleman dan Bantul 

oleh Bareskrim POLRI. 
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Sejalan dengan Rencana Aksi Nasional AMR 

yang telah dicanangkan Badan POM, Balai 

Besar POM di Yogyakarta telah melakukan 

beberapa aksi dan kegiatan dalam rangka 

pengendalian AMR, antara lain : 

1. Advokasi lintas sektor yang 

melibatkan instansi pemerintah dan 

organisasi profesi yang   terkait, pada tanggal 

22 Juni 2021 

    

2.Penyelenggaraan Bimbingan teknis 

peningkatan kompetensi tenaga pengelola 

obat dengan output penggalangan komitmen 

pengendalian AMR . 

3. Intensifikasi pengawasan antibiotik dengan   

menggunakan tools khusus pemeriksaan 

disarana pelayanan kefarmasian. 

4. Edukasi kepada masyarakat luas melalui 

Talkshow RRI Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 

2021 dengan tema Mengenal antibiotik dan 

Perannya bagi Kesehatan. 

5. Forum komunikasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dengan salah satu keluaran 

berupa usulan dan rencana kerja masing masing pemangku kepentingan dalam rangka 

program pengendalian AMR di wilayah DIY. 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Advokasi Lintas Sektor 

Gambar 19. Edukasi masyarakat melalui 

Talkshow RRI Yogyakarta 
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Dalam rangka menjaga mutu dan keamanan serta efikasi vaksin Covid -19, Badan POM 

melalui UPT Balai Besar POM di Yogyakarta pada tahun 2021 melakukan beberapa 

kegiatan, antara lain : 

1. Pendampingan kesiapan Instalasi 

Farmasi Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten / Kota dalam penerimaan 

dan penyimpanan vaksin COVID-19 

dengan melakukan Pemeriksaan 

setempat. 

2. Pengawalan penerimaan vaksin Covid 

-19 oleh Instalasi Farmasi Pemerintah 

Provinsi DIY dan didistribusikan ke 

Instalasi Farmasi Pemerintah 

Kabupaten / Kota. 

3. Monitoring mutu dan penandaan 

vaksin di fasilitas pelayanan 

kesehatan dI wilayah Kabupaten / Kota DIY dengan cara melakukan pemeriksaan 

produk dan label vaksin Covid-19 disarana Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik yang 

melakukan penyimpanan dan pelayanan vaksin Covid -19. 

4. Pengawalan pelaksanaan vaksinasi massal 

diberbagai daerah dalam rangka pemastian mutu 

vaksin dan penanganan limbah vial vaksin. 

5. Intensifikasi pengawasan vaksin dengan melakukan 

pendampingan dan pembinaan kepada sarana 

pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan fasilitas 

penyimpanan dan pengelolaan vaksin Covid -19. 

6. Monitoring persediaan obat dan multivitamin untuk 

penanganan Covid -19 disarana distribusi dan 

pelayanan kefarmasian. 

7. Menjadi anggota Satgas penanggulangan Covid -19 di wilayah DIY dan anggota 

Komda KIPI DIY. 

8. Pemantauan pelaporan persediaan obat Covid -19 dengan izin EUA oleh sarana 

distribusi.  

Gambar 20. Pendampingan Kesiapan Instalasi 

Farmasi   

Gambar 21. Pengawalan 

Vaksinasi di Yogyakarta 
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Tahun 2021, Balai Besar POM di Yogyarta melakukan kegiatan pendampingan UMKM 

Pangan secara terpadu dengan lintas sektor, antara lain dengan Dinas Koperasi dan UKM 

DIY (20 UMKM), Dinas Koperasi Kab. 

Kulon Progo (8 UMKM), Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 

(1 UMKM), BPTBA-BRIN DIY (3 

UMKM), Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sleman (1 UMKM), Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Gunung 

Kidul (1 UMKM), Program orang tua 

angkat (PT. Sari Husada dan PT Tiga Raksa 

Satria Tbk 6 UMKM). Produk UMKM yang 

didampingi mayoritas merupakan produk 

Pangan Steril Komersial (20 produk), 

kemudian produk Frozen Food (9 produk), 

produk Susu dan Hasil Olahannya (6 

produk), selain itu merupakan produk AMDK, 

minuman serbuk, keripik buah, mie instan, dan 

minuman siap minum (ready to drink). 

Pendampingan terpadu dengan lintas sektor diharapkan lebih berhasil guna karena target 

pembinaan lebih terfokus ke UMKM binaan bersama dengan menjalankan fungsi 

pembinaan masing-masing, dan menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan 

mempunyai nilai manfaat serta berdaya saing di pasar Internasional. 

 

 

 

 

Gambar 22. Pendampingan UMKM Bersama 

Lintas Sektor untuk Memperoleh Izin Edar  

Gambar 23. Desk Pelaksanakan 

Pendampingan UMKM 
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Sebagai bentuk dukungan kepada 

UMKM Pangan di masa pandemic 

Covid-19, BBPOM di Yogyakarta 

menyelenggarakan Bimbingan 

Teknis (Bimtek) Pangan Series 

secara online. Tujuan bimtek online 

ini adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan kepada pelaku usaha 

agar dapat memahami proses 

pengolahan pangan yang sesuai 

dengan pedoman CPPOB (Cara 

Produksi Pangan Olahan yang 

Baik).  

Webinar Pangan Series ini dibuat dalam bentuk 4 (empat) tema menarik, yaitu tema 1: 

Tata Cara Registrasi Pangan Olahan tanggal 17 September 2021, tema 2 : Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik tanggal 24 September 2021, tema 3 : Label dan Kemasan 

Pangan tanggal 8 Oktober 2021, dan tema 4: Bahan Tambahan Pangan (BTP) tanggal 

15 Oktober 2021.  

BPOM di Yogyakarta berharap dengan adanya Bimtek Pangan Series secara online ini 

dapat mendorong para pelaku usaha UMKM Pangan untuk dapat meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan dari segi keamanan, mutu, dan manfaat, sehingga menghasilkan 

produk yang memiliki saing dengan produk internasional. 

  

Gambar 24. Bimbingan Teknis Pangan Series 

Online untuk Peningkatan Kompetensi Pelaku 

UMK 
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Kegiatan Pendampingan UMKM Jamu di desa wisata 

jamu diselenggarakan dalam rangka peningkatan 

daya saing UMKM jamu, dan meningkatkan 

perekonomian bagi warga Kiringan. Stake holder 

terkait terus berupaya mendampingi UMKM jamu di 

desa wisata jamu Kiringan ini untuk meningkatkan 

kemampuan atau kompetensi kelompok pengrajin 

jamu baik dari segi pendanaan, kompetensi, dan 

perizinan. Kegiatan Dialog on Location ini 

dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, BUMN termasuk Bank BRI, dan Pihak Swasta, serta Pengurus dan 

Anggota Koperasi Seruni Putih kurang lebih ada sekitar 132 pengrajin jamu. 

Sehubungan dengan perizinan dan legalitas 

produk, BBPOM di Yogyakarta turut berperan serta 

dalam proses pendampingan dalam rangka 

memperoleh nomor izin edar (NIE). Untuk 

memperoleh izin edar sebagai pangan olahan 

ataupun sebagai obat tradisional rumah produksi 

dan kegiatan produksi harus memenuhi kriteria 

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) 

sebagai pangan olahan atau memenuhi Cara 

Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 

sebagai obat tradisional.  

Pendampingan oleh BBPOM di Yogyakarta terkait ijin edar ini juga didukung oleh lintas 

xxxivector, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bantul. Dukungan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan UMKM jamu 

dari level daerah menjadi level nasional bahkan ke tingkat level Internasional. 

 

 

 

 

Gambar 26. Pendampingan UMKM di 

Desa Wisata Jamu Kiringan Bantul  

Gambar 25. Dialog on Location 

Bersama Pelaku Usaha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menetapkan bahwa BPOM RI sebagai 

lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang bertanggung jawab kepada Presiden. 

Balai Besar POM (BBPOM) di Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

POM RI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Ke.rja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Yogyakarta sebagai UPT BPOM 

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Fungsi 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian; 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan; 

e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan; 

i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 
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k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan;  

n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

3. Visi Dan Misi Badan POM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Besar POM di 

Yogyakarta sesuai Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yaitu Nomor 22 

Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan yang terdiri dari: 

Kepala Balai Besar; Kepala 

Gambar 27. Visi dan Misi Badan POM 

 

Gambar 28. Struktur Organisasi Balai Besar POM di 

Yogyakarta 
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Bagian Tata Usaha (TU) serta Kelompok Jabatan Fungsional; dan Koordinator dan 

Kelompok Jabatan Fungsional, seperti ditampilkan pada Gambar 28. 

5. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi 

merupakan nilai-nilai 

luhur yang diyakini dan 

harus dihayati dan 

diamalkan oleh seluruh 

anggota organisasi 

dalam melaksanakan 

tugas. Nilai-nilai luhur 

yang hidup dan tumbuh 

kembang dalam   

organisasi menjadi 

semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya 

Organisasi Badan POM RI dituangkan dalam kata ñPIKKIRò dalam Gambar 29. 

6. Kegiatan Utama 

a. Meningkatkan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat; 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas/ mutu obat dan makanan; 

c. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan obat dan makanan 

d. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan 

publik; 

e. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan; 

f. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan; 

g. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ; 

h. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); 

i. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkinerja optimal; 

j.  Meningkatkan pemenuhan laboratorium, pengelolaan data dan informasi 

pengawasan obat dan makanan; 

k.   Pengelolaan keuangan secara akuntabel 

7. Kegiatan Prioritas 

a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 

kepada pelaku usaha; 

b. Melaksanakan inspeksi sarana produksi dan distribusi; 

c. Melaksanakan sertifikasi sarana produksi dan distribusi; 

Gambar 29. Budaya Organisasi Badan POM 
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d. Melakukan pelayanan publik; 

e. Melakukan KIE obat dan makanan; 

f. Melakukan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) Aman; 

g. Melakukan pengawasan desa pangan aman; 

h. Melakukan pengawasan pasar aman dari bahan berbahaya; 

i. Melakukan pengujian sampel obat sesuai standar; 

j. Melakukan pengujian sampel makanan sesuai standar; 

k. Melakukan penindakan di bidang obat dan makanan; 

l. Menerapkan reformasi birokrasi; 

m. Menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

n. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia; 

o. Meningkatkan pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai 

standar GLP (Good Laboratory Practice); 

p. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi; 

q. Melakukan pengelolaan anggaran; 

r. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran
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BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN  

A. LINGKUNGAN EKSTERNAL  

Era globalisasi dan pasar bebas, menjadikan tugas pengawasan Obat dan 

Makanan semakin luas dan kompleks. Disamping itu, pandemic global Covid19 juga 

memberikan tantangan tersendiri bagi BBPOM di Yogyakarta dalam melindungi 

masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap Kesehatan . Disisi lain, 

ekspektasi masyarakat juga terus meningkat untuk mendapatkan perlindungan 

yang semakin baik dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan 

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Aspek-aspek dari lingkungan eksternal yang 

merupakan tantangan bagi kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1. Data Umum Wilayah Kerja  

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di Pulau Jawa, terbentang 

antara 110000ô Bujur Timur sampai 110050ô Bujur Timur dan 07033 Lintang 

Selatan sampai 08012ô Lintang Selatan, dengan batas bagian Selatan Samudra 

Hindia dan bagian lainnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu 

bagian Tenggara dengan Kabupaten Wonogiri, bagian Timur Laut dengan 

Kabupaten Klaten, bagian Barat Laut dengan Kabupaten Magelang dan Bagian 

Barat dengan Kabupaten Purworejo.  

a. Luas Wilayah Kerja 

Luas wilayah kerja pengawasan BBPOM di Yogyakarta secara 

keseluruhan adalah 3.185,80 km²
 
atau 0,17 persen dari luas Indonesia 

(1.860.359,67 km²).  
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Peta wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta ditampilkan pada Gambar 30. 

b. Jumlah Kabupaten/Kota 

Cakupan kerja BBPOM di Yogyakarta meliputi seluruh wilayah administrasi 

DIY, terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta dengan 

luas 32,50 km² (1,02 persen), Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km² 

(15,91 persen), Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 

persen), Kabupaten Kulon Progo dengan luas 586,27 km² (18,40 persen), 

serta Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km² (18,04 persen). 

c. Pola Transportasi ke Wilayah Kerja 

Pola transportasi pengawasan BBPOM di Yogyakarta ke wilayah kerja 

ditempuh melalui jalan darat (100 persen). 

d. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja 

Lama waktu perjalanan ke seluruh wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta 

rataï rata selama 1,5 jam, sedangkan waktu tempuh paling lama adalah 3 

jam dan waktu yang paling singkat adalah 0,5 jam. Data tentang lama 

waktu perjalanan ke wilayah kerja selengkapnya ditampilkan pada Tabel 

25. 

e. Waktu yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja 

Waktu   yang   diperlukan   untuk   melaksanakan   penyelesaian   pekerjaan 

pengawasan di satu wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta rata-rata adalah 

3 jam, sedangkan waktu yang diperlukan paling lama adalah 2 hari dan 

Gambar 30. Peta Wilayah BBPOM di Yogyakarta 
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waktu paling singkat adalah selama 2 jam. Semua wilayah kerja BBPOM 

di Yogyakarta tersebut memiliki wilayah yang merupakan destinasi 

pariwisata prioritas pemerintah 

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/ Kota 

 

Sarana produksi Obat dan Makanan yang berada diwilayah DIY, terdiri dari 

industri farmasi (IF), produk biologi, industri obat tradisional (IOT), usaha kecil 

obat tradisional  

(UKOT), usaha mikro obat tradisional (UMOT), industri farmasi suplemen 

Kesehatan, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga 

pangan (IRTP). Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang terdata pada 

Tahun 2021 ditampilkan pada Grafik 1. 

Sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan dan sarana pelayanan 

kefarmasian yang berada di wilayah DIY, yang meliputi pedagang besar farmasi 

(PBF), apotek, toko obat, instalasi farmasi pemerintah (IFP), rumah sakit (RS), 

puskesmas, klinik Kesehatan, sarana distribusi obat tradisional (OT), sarana 

distribusi suplemen kesehatan (SK), sarana distribusi kosmetik , klinik 

kecantikan dan sarana distribusi pangan.  

1 1 1 33 5 1 26 157

4036

Grafik 1. Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di DIY 
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Profil jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang terdata pada Tahun 

2021 ditampilkan pada Grafik 2. 

 
BBPOM di Yogyakarta juga berperan dalam pengawasan keamanan pangan 

jajanan anak sekolah di Sekolah Dasar (SD) di wilayah DIY. Pada tahun 2021, 

jumlah SD di DIY sejumlah 1.847 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 

279.958 anak (Sumber: BPS DIY, 2021).  Data selengkapnya ditampilkan 

pada Grafik 3. 

 

 

 

49

564

38 6 80 121 38 207 16

423

53

1049

Grafik 2. Sasaran Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan 

Makanan di DIY 

K O T A  Y O G Y A K A R T A

S L E M A N
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47.984 

71.449 

32.780 
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512 
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338 

Jumlah Siswa Jumlah Sekolah

Grafik 3. Jumlah Sekolah dan Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Swasta DIY 
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3. Data Demografi 

Jumlah penduduk DIY tahun 2021 tercatat 3.712.896 jiwa. Untuk Kulon 

Progo sebanyak 443.283 jiwa dengan rasio jenis kelamin 98.05 persen, 

Bantul 998.647 jiwa dengan rasio jenis kelamin 99.14 persen, Gunungkidul 

758.168 jiwa dengan rasio jenis kelamin 97.64 persen, Sleman 1.136.474 

jiwa dengan rasio jenis kelamin 98.65 persen sedangkan Kota Yogyakarta 

376.324 jiwa dengan rasio jenis kelamin 94.91 persen  (Sumber : BPS DIY, 

2021). Dari jumlah tersebut diketahui, konsentrasi terbesar penduduk berada 

di Kabupaten Sleman. Data selengkapnya ditampilkan pada Lampiran Tabel 

26. 

Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di DIY tercatat 

1.165  jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yaitu 

11.579 jiwa per km² dengan luas wilayah 1,02 persen dari luas DIY. 

Sedangkan Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah terluas mencapai 46,63 

persen, memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu rata-rata 510 jiwa per 

km². (Sumber: BPS DIY, 2021). 

a. Komposisi Penduduk 

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 

berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020ï2023 (Pertengahan 

tahun/Juni) berjumlah sekitar 3.713 ribu jiwa. Kepadatan penduduk per 

km2 sebesar 1.165 jiwa/km2. Sedangkan rasio jenis kelamin adalah 

98,12.Dari total  penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2021, 

kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 20-

24 tahun dengan jumlah sekitar 276,42 ribu jiwa (Sumber: BPS DIY, 2021) 

b. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, perincian laju pertumbuhan 

penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut : Kulon 

Progo sebesar 2,11 persen; Bantul sebesar 1,75 persen; Gunungkidul 

sebesar 1,97 persen; Sleman sebesar 1,27 persen dan Kota Yogyakarta 

sebesar 0,98 persen. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa laju 

pertumbuhan penduduk tertinggi di DIY terjadi di Kabupaten Kulon Progo. 

Kualitas pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin 

membaik yang ditandai oleh peningkatan 10 persen Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Dari tahun 2016-2021 IPM Provinsi D.I. 

Yogyakarta berada di posisi ke 2 dari 34 provinsi di Indonesia, berada di 
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bawah Provinsi DKI Jakarta dan di atas Provinsi Kalimantan Timur. Level 

IPM D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 adalah 80,02 (Sumber : BPS DIY, 

2021). 

c. Aspek Perekonomian 

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dikaji menggunakan ukuran 

PDRB dan beberapa turunannya, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur 

perekonomian, PDRB perkapita, dan lainnya.  Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk 

menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita 

dihitung dari rasio antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk 

pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan 

penduduk suatu wilayah secara umum.  

Angka PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar harga 

berlaku (ADHB) tahun 2021 adalah 149.369,17 Juta Rupiah. Sementara 

angka PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar harga konstan (ADHK) 

sebesar 107.308,56 Juta Rupiah. 

Setelah Pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020, beberapa provinsi 

pada 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Demikian 

juga dengan Provinsi D.I. Yogyakarta yang berhasil menjadi provinsi 

dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa yaitu sebesar 5,53 

persen. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2021 ini utamanya 

didukung oleh pertumbuhan pada kategori jasa lainnya sebesar 21,53 

persen, informasi dan komunikasi 16,69 persen, dan konstruksi 10,82 

persen (Sumber data : BPS DIY, 2021). 

B. LINGKUNGAN INTERNAL 

1. Sarana Prasarana 

Balai Besar POM di Yogyakarta dibangun di atas tanah dengan status 

kepemilikan Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Republik Indonesia dengan sertifikat hak pakai No. 00092/Tgr 

dengan luas tanah 954 m2, sertifikat hak pakai No.00122 dengan luas tanah 

1.372 m2, sertifikat hak pakai No. 00121 dengan luas tanah 2.721 m2 dan 

sertifikat hak pakai No. 00101 dengan luas tanah 1.430 m2.  Total  luas tanah  

6.477 m2 dan  luas bangunan 7.234 m2,  yang terbagi dalam 4 bangunan. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor 

RT.04.14A.14A5.01.21.550M Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang 

Penetapan Nama Gedung Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

di Yogyakarta, keempat gedung itu diberi nama masing-masing  Gedung 

Yudistira, Gedung Bima, Gedung Arjuna dan Gedung Nakula-Sadewa. 

Gedung tersebut selain berfungsi sebagai perkantoran juga termasuk fungsi 

layanan dan laboratorium. Adapun laboratorium Balai Besar POM di 

Yogyakarta, terdiri dari Laboratorium Kimia Pangan, Laboratorium Kimia Obat 

Tradisional, Laboratorium Kimia Kosmetik, Laboratorium Kimia Obat/NAPZA, 

Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Pengujian Covid-19, dan 

Laboratorium Baku Pembanding. Disamping itu terdapat juga 2 (dua)  ruang 

reagensia, 1 (satu) ruang penyimpanan sampel dan 1(satu) ruang tempat 

penyimpanan barang bukti. Balai Besar POM di Yogyakarta tidak memiliki 

rumah dinas. 

Sarana penerangan BBPOM di Yogyakarta menggunakan fasilitas PLN 

dengan daya total 575,5 KVA, dan 3 mesin generator set dengan daya 10 

KVA, 100 KVA dan 250 KVA. Adapun sumber air dari PAM dan empat buah 

sumur. Untuk sarana komunikasi menggunakan empat saluran telepon dan 

email. 

BBPOM di Yogyakarta memiliki beberapa sarana komunikasi, seperti saluran 

telepon, HP, e-mail, website, blogspot serta media sosial seperti instagram, 

facebook dan twitter. BBPOM di Yogyakarta dapat dihubungi melalui nomor 

telepon 0274-561038, faximile 0274-519502, hotline Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (ULPK) Telp/Fax: 0274-552250, HP. 08112543633 

dan e-mail: bpom_yogyakarta@pom.go.id;   bbpomjg@yahoo.co.id. Selain itu, 

BBPOM di Yogyakarta juga memiliki website : www.bbpom-yogya.pom.go.id 

dan blogspot https://bpom-yogya.blogspot.com dan akun-akun di media 

seperti Instagram : bbpom_yogyakarta, Facebook : Balai Besar POM 

Yogyakarta, Twitter : @BPOM_Yogya, Youtube : bbpom yogyakarta. 

Untuk menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan, BBPOM di 

Yogyakarta memiliki kendaraan roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit, mobil 

laboratorium keliling (mobling) sebanyak 3 (tiga) unit, Mobil Incenerator 

sebanyak 1 (satu) unit, kendaraan roda tiga sebanyak 1 (satu) unit dan 

kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit. 

 

mailto:bpom_yogyakarta@pom.go.i
mailto:bbpomjg@yahoo.co.id
mailto:bbpomjg@yahoo.co.id
http://www.bbpom-yogya.pom.go.id/
http://www.bbpom-yogya.pom.go.id/
http://www.bbpom-yogya.pom.go.id/
https://bpom-yogya.blogspot.com/
https://bpom-yogya.blogspot.com/
https://bpom-yogya.blogspot.com/
about:blank
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2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang menjadi  tugas  

pokok  dan  fungsi  Badan  POM, SDM  yang mencukupi dari segi kuantitas 

dan kualitas/ kompetensi sesuai kebutuhan Badan POM. Pada tahun 2021, 

jumlah SDM Balai Besar POM di Yogyakarta sebanyak 103 pegawai dan 24 

orang pramubakti/PPNPN. 

a. Penggolongan Berdasarkan Umur 

Dari jumlah pegawai BBPOM di Yogyakarta sebanyak 103 orang, 35 

orang (33.98 persen), diantaranya berusia kurang dari 40 tahun 

sedangkan 68 orang (66.02 persen) berusia lebih dari 40 tahun, seperti 

ditampilkan pada Grafik 4. 

Berdasarkan kelompok umur tersebut, maka BBPOM di Yogyakarta 

harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat agar 

tidak terjadi kekosongan SDM di posisi-posisi strategis. 

Mempersiapkan pemimpin lapis kedua (second layer leader), harus 

dimulai dari sekarang agar pada saat yang tepat telah siap untuk 

memimpin organisasi. Peningkatan soft competency tidak kalah 

pentingnya dengan peningkatan hard competency untuk menghasilkan 

SDM yang mampu menjadikan Badan POM sebagai organisasi yang 

andal.  

 

 

Grafik 4 . Profil SDM Berdasarkan Tingkatan Umur 
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Soft competency akan membentuk pribadi-pribadi pemimpin yang 

matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah serta menjalin 

komunikasi dan koordinasi yang efektif, baik secara Internal maupun 

eksternal. 

Dari jumlah PPNPN Balai Besar POM di Yogyakarta sebanyak 24 orang, 

12 orang (50 persen) berusia <30 tahun, 5 orang (20,8 persen) berusia 

31-40 tahun, 4 orang (16,7 persen) berusia 41-50 tahun dan 3 orang 

(12,5 persen) berusia diatas 50 tahun. Data selengkapnya tersaji di 

Grafik 5 

b. Penggologan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari 103 orang pegawai BBPOM di Yogyakarta, 15 orang (14,56 persen) 

pegawai diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 88 orang (85,44 

Grafik 5. Profil SDM PPNPN Berdasarkan Tingkatan Umur 

Grafik 6. Profil SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
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persen) pegawai berjenis perempuan, seperti disajikan pada Grafik 6. 

Terlihat mayoritas pegawai BBPOM di Yogyakarta berjenis kelamin 

perempuan.  

Dari 24 orang PPNPN BBPOM di Yogyakarta, 11 orang (45,8 persen) 

diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang (54,2 persen) 

pegawai berjenis perempuan, seperti disajikan pada Grafik 7. 

c. Penggolongan Berdasarkan Golongan 

Dari 103 orang pegawai BBPOM di Yogyakarta, 1 pegawai (0.98 

persen) golongan II, 83 pegawai (80.58 persen) golongan III dan 19 

pegawai (18.44 persen) golongan IV, seperti ditampilkan pada Grafik  

Grafik 7. Profil SDM PPNPN Berdasarkan Jenis Kelamin 

Grafik 8. Profil SDM Berdasarkan Golongan 
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d. Penggolongan Berdasarkan Pendidikan 

Dari 103 orang pegawai, 19 pegawai (18,45 persen) berpendidikan S2, 

31 pegawai (30,09 persen) berpendidikan profesi apoteker, 36 pegawai 

berpendidikan S1 (34,95 persen) sedangkan sejumlah 17 pegawai 

(16,51 persen) berpendidikan non sarjana, seperti ditampilkan pada 

Grafik 9 dan data selengkapnya sesuai Lampiran Tabel 29. 

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Yogyakarta 

harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan 

kebutuhan  

SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang 

semakin dinamis. Terkait dengan pengembangan SDM, selama tahun 

2021 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM yang 

menyangkut peningkatan kapabilitas dan kompetensi melalui 

pendidikan dan pelatihan. Jumlah pegawai yang diikutkan dalam 

Pelatihan Teknis/ Manajemen sebanyak 103 orang pegawai. 

Peningkatan kompetensi SDM melalui Tugas Belajar sebanyak 3 orang. 

Grafik 9. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan 



 

17 
 

e. Penggolongan Berdasarkan Unit Kerja 

Jumlah pegawai BBPOM di Yogyakarta sebanyak 103 orang dengan 

penempatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup 

tugasnya. Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja ditampilkan pada 

Grafik 10 dan data selengkapnya pada  Tabel 29. 

3. Kemampuan Laboratorium 

a. Tenaga Penguji dan Peta Kemampuan Pengujian 

Jumlah penguji di Balai Besar POM di Yogyakarta ada 36 orang, dengan 

rincian penguji di Laboratorium Obat/ Napza sebanyak 6 orang, 

Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 6 orang, 

Laboratorium Kosmetik 6 orang, Laboratorium Pangan dan Air 10 orang, 

dan Laboratorium Mikrobiologi 8 orang.  

Adapun kemampuan kerja per orang/ tahun, yaitu Laboratorium 

Obat/Napza 109 sampel dengan 470,2 parameter uji, Laboratorium Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebanyak 91 sampel dengan 993,5 

parameter uji, Laboratorium Kosmetika 137 sampel dengan 886 

parameter uji, Laboratorium Pangan dan Air 277 sampel dengan 1237 

parameter uji, dan Laboratorium Mikrobiologi 119 sampel dengan 658 

parameter uji. Data selengkapnya terdapat di Tabel 30. 

b. Uji Profisiensi 

Uji profisiensi yang diikuti Balai Besar POM di Yogyakarta tahun 2021 

sebanyak 14 judul, dengan rincian Laboratorium Obat/Napza 3 judul, 

Laboratorium Obat Tradisional 1 judul, Laboratorium Kosmetika 1 judul, 

Laboratorium Pangan 3 judul, dan Laboratorium Mikrobiologi 6 judul. 

Grafik 10.Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 
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Hasil uji profisiensi dari 14 judul tersebut yaitu 13 inlier dan 1 outlier. Data 

selengkapnya tersaji pada lampiran Tabel 31. 

c. Jumlah Peralatan Laboratorium 

Jumlah peralatan yang ada di laboratorium merupakan hal penting, 

karena menunjang proses pengujian di laboratorium. Semakin terpenuhi 

jumlah alat laboratorium, maka akan semakin maksimal juga kinerja dari 

laboratorium tersebut.  

Tahun 2021 standar minimal Laboratorium Kimia (Teranokoko-Pangan) 

adalah 63,3%, Laboratorium Mikrobiologi 83,33% dan Laboratorium Baku 

Pembanding 88,7%. 

Data selengkapnya terkait pemenuhan standart minimum laboratorium di 

Balai Besar POM di Yogyakarta diatas tersaji pada lampiran Tabel 32A, 

Tabel 32B dan Tabel 32C. 

4. Daftar Inventaris Kantor 

Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja merupakan hal yang perlu 

mendapat perhatian. Tanpa sarana dan prasarana penunjang yang memadai, 

BBPOM di Yogyakarta tidak akan mampu menunjukkan kinerja yang optimal.  

Daftar Inventaris Kantor yang dikelola oleh BBPOM di Yogyakarta seperti 

lampiran Tabel 27. 

5. Prestasi Kerja Balai Besar POM di Yogyakarta 

a. Penghargaan 

Selama tahun 2021 Balai Besar POM di Yogyakarta mendapatkan 19 

penghargaan, yaitu: 

1) Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi 

2) Pengharaan Museum Rekor Dunia ï Indonesia (MURI), Rekor 

Pembentukan Duta Keamanan Pangan dengan Jumlah Terbanyak 1010 

duta  

3) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM tahun 2021 Kategori 

ñPelayanan Primaò 

4) Nilai maturitas Manajemen Risiko level 3 skala 5 

5) UPT dengan penghargaan terbanyak tingkat Badan POM 

6) Anugerah Indonesian Consumer Protection Award kategori ñGoldò 

7) Peringkat ke 2 se UPT BPOM  Pengawasan kearsipan dengan nilai 

91,91(AA) 



 

19 
 

8) Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tingkat UPT Badan POM 

9) Indeks Persepsi Budaya Organisasi Nomor 2 Tingkat UPT Badan POM 

10) Juara 3 Lomba Sekolah dengan Komitmen dan Inovasi PJAS Terbaik 

Tingkat Nasional (SDN Krapyak Wetan, Bantul, DIY) 

11) Juara 2 Lomba Video Tik Tok Pangan Aman Menuju Generasi Sehat dan 

Cerdas (a.n Salma Nur Azizah, SMAN 1 Kalasan Sleman) 

12) UPT Paling Aktif 4 Kontribusi Video Tik Tok Terbanyak pada lomba Tik 

Tok pada acara Sarasehan Jamu 

13) 5 besar AOC terbaik se UPT Badan POM 

14) Juara (5 Video Terbaik) Lomba Vlog Merawat Alam, Menjaga Lingkungan 

15) Juara I Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional Kalurahan 

Panggungharjo, Bantul, DIY 

16) Juara 2 Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Pasar Gentan, 

Sleman, DIY 

17) Terbaik V Quality Manajemen System 9001:2015 

18) 7 Besar Lomba Inovasi BPOM Kategori Inovasi Pegawai (Inovasi 

SiLaKda) 

19) Top 25 Kandidat ASN Inspiratif 2021 

20) Uji Profisiensi dari Bureau of Drug and Narcotic Departement of Medical 

Science, Thailand 

21) 11 besar kategori inovasi pegawai Badan POM : Inovasi Ngopi Selow 

Badan POM RI 

b. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama 

(PKS) 

Untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, 

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dan untuk menciptakan iklim usaha 

yang sehat guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

perdagangan secara daring maupun perdagangan secara konvensional, 

salah satu strategi pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di 

Yogyakarta adalah melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan 

dengan lintas sektor/organisasi kemasyarakatan/ perguruan tinggi. Kegiatan 

pengawasan Obat dan Makanan tersebut antara lain dilaksanakan melalui 

kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan Komunikasi, Informasi, 

dan Edukasi (KIE) agar masyarakat mampu melindungi diri sendiri dari 

bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, 



 

20 
 

khasiat/manfaat, dan mutu.  

Mengingat pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan 

merupakan kegiatan yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah 

maupun non pemerintah maka perlu dijalin kerjasama dengan pemerintah 

daerah, lembaga pemerintah, perguruan tinggi juga perlu kerja sama dengan 

organisasi kemasyarakatan.  Balai Besar POM di Yogyakarta telah 

melakukan penandatanganan kerja sama dengan lintas sektor dan 

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebanyak 30 (tiga puluh) Kerjasama, 

dengan rincian Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan (MOU) sebanyak 6 

(enam) kerja sama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 21 (dua puluh 

satu) kerja sama, dan Rencana Kerja (RK/PKS) sebanyak  3 (tiga) kerja 

sama. Untuk tahun   2021 terdapat  5 (lima) kerja sama sebagai berikut:   

1. Rencana Kerja antara BBPOM di Yogyakarta dengan Dinas Kominfo 

DIY tentang Kerja Sama Publikasi dan Edukasi Bidang Pengawasan 

Obat dan Makanan.  

2. Nota Kesepakatan antara BBPOM di Yogyakarta dengan Pemerintah 

Kota Yogyakarta tentang Sinergi Pembangunan, Pengawasan Obat dan 

Makanan di Kota Yogyakarta. Nota Kesepakatan ini merupakan kerja 

sama baru yang menggantikan kerja sama yang telah berakhir masa 

berlakunya.  

3. Rencana Kerja antara BBPOM di Yogyakarta dengan Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kulonprogo tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik di 

Kabupaten Kulon Progo. 

4. Perjanjian Kerja Sama antara BBPOM di Yogyakarta dengan Fakultas 

Farmasi UGM tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan 

perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya 

yang telah berakhir. 

5. Perjanjian Kerja Sama antara BBPOM di Yogyakarta dengan Fakultas 

Teknologi Pertanian UGM tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Kerja sama ini merupakan 

perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya 

yang telah berakhir.  
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Mengingat ruang lingkup kegiatan dalam kerja sama yang telah 

ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta perlu 

direaliasikan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, maka rincian dan 

realisasi kerja sama dengan Balai Besar POM di Yogyakarta yang masih 

berlaku tercantum dalam lampiran Table 34A. 

Pada tahun 2021 juga telah dilakukan koordinasi penyusunan kerja sama 

dengan berbagai lintas termasuk dengan organisasi kemasyarakatan di 

Yogyakarta, antara lain dengan: 

NO KERJASAMA TENTANG 

1 Perjanjian Kerja Sama antara 

BPOM dg PKK DIY 

KIE Keamanan dan Mutu Obat dan 

Makanan 

2 Perjanjian Kerja Sama antara 

BPOM dengan Muslimat NU DIY 

KIE Keamanan dan Mutu Obat dan 

Makanan 

3 Perjanjian Kerja Sama antara 

BPOM dengan FATAYAT NU DIY 

KIE Keamanan dan Mutu Obat dan 

Makanan 

 

4 Perjanjian Kerja Sama antara 

BPOM dengan Salimah 

KIE Keamanan dan Mutu Obat dan 

Makanan 

5 Perjanjian Kerja Sama antara 

BPOM dengan Nasyiyatul 

Aisyiyah 

KIE Keamanan dan Mutu Obat dan 

Makanan 

6 Rencana Kerja antara BPOM 

dengan Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP Kota Yogyakarta 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik di MPP Kota Yogyakarta 

7 Perjanjian Kerja Sama Direktorat 

Pemberdayaan UGM 

Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Bidang Obat dan Makanan  

Tabel 1.  Perjanjian Kerja Sama antara BBPOM di Yogyakarta dengan Lintas 

Sektor  



 

22 
 

Rancangan Perjanjian Kerja Sama tersebut telah mendapatkan 

persetujuan dari Plt Sekretaris Utama Badan POM melalui surat nomor 

KS.01.02.2.21.12.21.66 tanggal 16 Desember 2021 perihal penyampaian 

rancangan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Pengabdian Kepada 

Masyarakat UGM, KPID DIY, dan Organisasi Kemasyarakatan. Mengingat 

ketersediaan waktu dan anggaran di akhir tahun maka perjanjian kerja 

sama tersebut direncanakan ditandatangani pada awal Februari Tahun 

2022. 

Program lintas sektor maupun organisasi kemasyarakatan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dapat disinergikan dengan program Badan POM 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan 

sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Khusus dengan 

organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk memberikan informasi dan 

edukasi kepada masyarakat dengan tujuan obat dan makanan yang 

digunakan/ dikonsumsi oleh masyarakat aman, bermanfaat/ berkhasiat, 

dan bermutu. Pelaksanaan kerja sama dengan lintas sektor ini juga sesuai 

dengan misi ketiga Badan POM, yaitu ñMeningkatkan efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan 

Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh wargaò. 

Selain melakukan kerja sama dengan lintas sektor, perguruan tinggi dan 

organisasi kemasyarakatan, dalam rangka untuk melaksanakan Instruksi 

Presiden nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan Makanan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Daerah, BBPOM di Yogyakarta mengkoordinasikan dan 

mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.   

Pemerintah Daerah yang telah membentuk Tim Koordinasi adalah: 

a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 193/TIM 

/2019 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan; 

b. Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 116/A/2020 tentang Tim 

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di 



 

23 
 

Daerah; dan 

c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 288 Tahun 2020 tentang Keputusan 

Bupati Bantul Nomor 288 Tahun 2020.  

Data selengkapnya terkait dengan Tim Koordinasi ditampilkan pada 

lampiran Tabel 34B. 

6. Pengelolaan Anggaran 

Pada tahun 2021, BBPOM di Yogyakarta mendapat anggaran sebesar                           

Rp35.259.957.000 (Tiga puluh lima milyar dua ratus lima puluh 23able2323n juta 

23able2323n ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari: 

Belanja Pegawai Rp15.142.000.000 (42,94 persen); Belanja Barang 

Rp13.237.425.000 (37,54 persen); dan Belanja Modal Rp6.880.532.000 (19,51 

persen).  Proporsi Anggaran BBPOM di Yogyakarta Tahun 2021 seperti 

ditampilkan pada Grafik 11 dan lampiran Tabel 36. 

  

Grafik 11. Proporsi Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta 
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Adapun rincian realisasi anggaran BBPOM di Yogyakarta tahun 2021, terlihat pada 

Grafik 12 berikut: 

 

Grafik 12. Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta 

Sehingga bisa dilihat bahwa dari total anggaran BBPOM di Yogyakarta Tahun 2021 

sebesar Rp35.259.957.000, realisasi anggarannya adalah sebesar 

Rp34.967.548.607 (99,17 %). 

7. Laporan Penerimaan PNBP 

Target penerimaan PNBP Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2021 sebesar 

Rp.128.990.000 (Seratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu 

rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp.312.100.000 (Tiga ratus dua belas juta 

seratus ribu rupiah) atau mencapai 242 persen. Data selengkapnya ditampilkan pada 

Tabel 37.  

Capaian target penerimaan PNBP Tahun 2021  ini meningkat dibandingkan dengan 

tahun 2020, sedangkan target penerimaan PNBP Tahun 2020 sebesar 

Rp.152.356.000 (Seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) 

dengan realisasi sebesar Rp.214.950.000 (Dua ratus empat belas juta Sembilan ratus 

ratus lima puluh ribu rupiah) atau capaiannya sebesar 141,1 persen. 

Adapun jumlah sampel PNBP dari pihak ketiga di tahun 2021 adalah 444 sampel, 

dimana 132 sampel berasal dari kepolisian dan 312 sampel dari lintas sektor dan 

swasta lainnya yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas 

Perdagangan Kota Yogyakarta, BKIPM Yogyakarta, Satpol PP Kulonprogo, PIAT 

UGM, Jasmin Cakery dan PT. Herbal Manufacturing Malindo Jakarta. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  

A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT 

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat  

Mengacu pada Pedoman Sampling tahun 2021, jenis dan jumlah Obat dan 

NAPPZA yang disampling oleh Balai Besar POM di Yogyakarta sebanyak 108 

sampel targeted dan 422 sampel acak, yang terdiri atas uji kimia 522 sampel, uji 

kimia dan mikro 44 sampel dan uji mikro 1 sampel. Dari sampel tersebut, 

sebanyak 1 sampel ivermectin, 2 sampel vaksin dan 1 sampel rokok diuji rujuk 

ke PPPOMN, sedangkan 3 sampel rokok diuji rujuk ke BBPOM Surabaya. 

Sampling dan pengujian terhadap sampel targeted sebanyak 108 sampel dengan 

hasil Memenuhi Syarat (MS)  sebanyak 103 sampel (95,37 %), Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS) sebanyak  5 sampel  (4,63 %) dengan perincian 1 sampel TMK 

penandaan dan TMS Uji Kimia (TMS Pemeriaan), 2 sampel TMS uji kimia (yaitu 

TMS disolusi), 2 sampel TMS uji mikrobiologi (Uji potensi). Sampling dan 

pengujian terhadap sampel Acak sebanyak 422 sampel dengan hasil Memenuhi 

Syarat (MS) sebanyak 410 sampel (97,16%), Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 

12 sampel (2,84%) dengan perincian : 7 sampel TMK penandaan, 5 sampel TMS 

uji kimia (2 sampel TMS uji disolusi, 2 sampel TMS Penetapan Kadar dan 1 

sampel TMS uji Keseragaman 

Kandungan).  

Terhadap produk obat TMS hasil 

pengujian maupun penandaan, 

telah ditindaklanjuti dengan 

melaporkan ke Badan POM 

sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

yang berlaku. Profil sampel TMS 

Obat dan NAPPZA secara total 

ditampilkan pada grafik 13. 
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Grafik 13. Profil Sampel TMS Obat dan 

NAPPZA 
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2. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan NAPZA 
 

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 1 (satu) sarana industri farmasi, yaitu PT 

Berlico Mulia Farma yang secara rutin dilakukan pemeriksaan dalam rangka 

pemenuhan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik) dengan hasil Memenuhi 

Ketentuan (MK). Tingkat maturitas industri farmasi PT Berlico Mulia Farma 

adalah fakultatif. Peningkatan tingkat maturitas industri farmasi menggambarkan 

bahwa upaya intervensi yang  dilakukan oleh Badan POM baik berupa bimbingan 

langsung ke lapangan oleh tenaga ahli maupun workshop dalam meningkatkan 

kemandirian industri farmasi memberikan dampak yang positif. Hal ini 

menunjukkan adanya komitmen industri farmasi untuk terus menerus melakukan 

perbaikan yang berkesinambungan dalam pemenuhan CPOB untuk menjamin 

mutu obat yang dihasilkan. 

3. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Pelayan Kefarmasian  

a. Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Dilakukan pemeriksaan terhadap 28 PBF (cakupan 57,14% dari total sarana 

49 PBF), dengan hasil 23 PBF (82,14%) MK, sedangkan 5 PBF (17,86%) 

TMK. Tindak lanjut terhadap sarana yang TMK diberikan sanksi administrasi 

berupa surat Peringatan Keras sebanyak 3 PBF dan Peringatan 2 PBF. Profil 

hasil pemeriksaan PBF Tahun 2021 sebagai berikut: 

 

b. Pemeriksaan Sarana Apotek 

Pada Tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 82 apotek 

(cakupan 14,54% dari 564 apotek yang ada), dengan hasil 40 apotek 

(48,78%) MK dan 42 apotek (51,22%) TMK. Tindak lanjut terhadap 

sarana TMK diberikan sanksi administrasi berupa urat peringatankeras 

Grafik 14. Profil Hasil Pemeriksaan PBF 
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sebanyak 37 Apotek dan Penutupan Sementara Kegiatan sebanyak 5 

Apotek. Profil hasil pemeriksaan Apotek Tahun 2021 sebagai berikut :  

  

 

       

 

 

 

Pemeriksaan Toko Obat Berizin 

Pada Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 17 sarana Toko 

Obat  (44,74%) dari 38 sarana yang ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan 

16 sarana (94,12%) MK dan 1 sarana (5,88%) TMK. Temuan pelanggaran 

berupa tidak ada ijin dengan tindak lanjut sanksi administrasi berupa surat 

peringatan keras. 

c. Pemeriksaan Sarana Farmasi Milik Pemerintah 

Sarana farmasi milik pemerintah di DIY terdiri dari 6 Instalasi Farmasi 

Pemerintah (IFP) dan 80 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Terhadap 

6 IFP yang ada, yang terdiri dari 5 IFP kabupaten /kota dan 1 IFP provinsi, 

telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan aspek CDOB dengan 

hasil 5 sarana IFP (83,33%) MK dan 1 sarana (16,67%) TMK. Temuan 

pelanggaran dilakukan pemeriksaan 2 IFRS dari 10 IFRS yang ada (20%) 

dengan hasil semua sarana masuk kategori MK (100%). 

d. Pemeriksaan Sarana Rumah Sakit Swasta 

Pada Tahun 2021, telah 

dilakukan pemeriksaan 

fasilitas pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit 

swasta. Dari 80 sarana IFRS 

yang ada, diperiksa 25 

rumah sakit dengan hasil 24 

sarana (96%) MK dan 1 

sarana (4%) TMK. Profil 

hasil pemeriksan sarana rumah sakit ditampilkan pada grafik 16. 

Grafik 15. Profil Hasil Pemeriksaan Apotek 

 

Grafik 16. Profil Hasil Pemeriksaan Rumah 
Sakit 
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e. Pemeriksaan Sarana Puskesmas 

Pada Tahun 2021, puskemas yang diperiksa sebanyak 82 sarana 

(67,77%) dari 121 puskemas yang ada di DIY, dengan hasil 80 sarana 

(97,56%) MK dan 2 sarana (2,44%) TMK. 

f. Pemeriksaan Sarana Klinik 

Pada Tahun 2021, dilakukan pemeriksaan terhadap 35 klinik 

(92,11%) dari 38 sarana yang ada, dengan hasil 30 sarana (85,71%) MK 

dan 5 sarana (14,29%) TMK. Terhadap 5 sarana yang TMK, diberikan 

sanksi administrasi berupa surat peringatan keras. Profil hasil pemeriksaan 

sarana klinik ditampilkan pada grafik berikut: 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

g. Pembahasan Corrective Action Preventive Action (CAPA) Bersama Pelaku 

Usaha 

Pelaksanaan desk Corrective Action Preventive Action (CAPA) dilakukan 

dalam rangka pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan sekaligus 

pendampingan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan dalam peemenuhan ketentuan yang berlaku. Balai Besar POM di 

Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan pembahasan dan verifikasi 

tindakan perbaikan dari pelaku usaha produksi obat PT Berlico Mulia Farma 

secara luring pada 2 Juni 2021 dengan hasil beberapa perbaikan telah 

sesuai dan sebagaian hasil dalam proses.  

Grafik 17. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Klinik 
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B. PENGAWASAN NAPPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, 

DAN ZAT ADIKTIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain pengujian rutin, juga dilakukan pengujian terhadap sampel kasus 

penyidikan sebanyak 6 sampel dan pihak ketiga dari kepolisian sebanyak 128 

sampel. Hasil pengujian sampel kasus penindakan semua memenuhi syarat.  

Sampel  kasus kepolisian  berupa  psikotropika dan obat keras. Sampel kasus 

polisi berupa psikotropika terdiri atas jenis Alprazolam 12 sampel dan Clonazepam 

4 sampel, sedangkan untuk obat keras terdiri atas 96 sampel positif mengandung 

Triheksiphenidil: 6 sampel positif mengandung Triheksiphenidil dan 

Dekstromethorphan HBr, 5 sampel positif mengandung Triheksiphenidil dan 

Tramadol, 2 sampel positif mengandung Tramadol; 2 sampel positif mengandung 

Dekstromethorphan HBr; dan sebanyak 1 sampel lain - lain (negatif 

Triheksiphenidil). Profil hasil pengujian sampel kasus kepolisian dapat dilihat pada 

grafik 18. 

C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN, DAN KEMANFAATAN OBAT 

TRADISIONAL 

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Tradisonal Menurut Parameter 

Uji 

Berdasarkan Pedoman Prioritas Sampling Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan tahun 2021, sampling rutin obat tradisional terdiri dari 70% sampel 

acak dan 30% sampel targeted. Rencana jumlah sampel rutin obat tradisional 

sesuai Pedoman Prioritas Sampling 2021 adalah sebanyak 486 sampel, namun 

dikarenakan ada pandemi anggaran terkait covid-19 sehingga jumlah sampel 

9%

3% 1%

2%

75%

5% 4%
1%

Alprazolam

Clonazepam

Dekstrometorfan HBr

Tramadol

Triheksifenidil

Triheksifenidil dan
Dekstrometorfan HBr
Triheksifenidil dan Tramadol

Lain - lain

Grafik 18. Profil Hasil Pengujian Sampel Kasus Kepolisian 
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menjadi 389 sampel dengan 243 sampel acak dan 146 sampel targeted. Selain 

itu juga ada 14 sampel penindakan,14 sampel swasta dan 3 sampel kasus 

pemeriksaan. 

Dari total 389 sampel rutin obat tradisional, 2 sampel TIE dan 387 sampel 

dilakukan pengujian. Hasil evaluasi dari 389 sampel obat tradisional yang 

disampling secara acak dan targeted tersebut, sebanyak 192 sampel (49,36%) 

memenuhi syarat dan 197 sampel (50,64%) tidak memenuhi syarat (TMS). Jenis 

penandaan yang TMK merupakan penyumbang terbesar sampel TMS, yaitu 

sebanyak 162 sampel (82,23%) dari total sampel TMS). 

 
Parameter uji pengujian kimia yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu kadar air, 

keseragaman bobot (KB), waktu hancur, kadar etanol, kadar asam benzoat dan 

bahan kimia obat (kafein, deksametason, parasetamol, fenilbutason,efedrin dan 

pseudoefedrin). Sedangkan parameter pengujian mikrobiologi yang TMS yaitu 

ALT dan AKK. Rincian parameter uji pengujian mikro yang TMS dapat dilihat 

pada grafik 20, parameter uji pengujian kimia yang TMS dapat dilihat pada grafik 

21.   

2. Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional  

Parameter uji identifikasi bahan kimia obat (BKO) yang terdeteksi pada tahun 

2021 sebanyak 10 sampel dengan rincian: 4 sampel mengandung BKO 

deksametason, 2 sampel mengandung BKO deksametason dan fenilbutason, 2 

sampel mengandung BKO efedrin dan pseudoefedrin, satu sampel mengandung 

MS
192

TIE; 2

TMK 
penandaan; 

137
TMS 

kimia+mikro; 2

TMK 
penandaan+TMS 

kimia; 22
TMK 

penandaan+TMS 
mikro; 3

TMS kimia; 15TMS mikro; 16

TMS
197

OBAT TRADISIONAL

Grafik 19. Profil Hasil Pengujian Sampel OT Sampling Acak  
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BKO deksametason dan parasetamol, serta satu sampel mengandung BKO 

kafein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sampel kasus dari penindakan sebanyak 14 sampel, dengan hasil pengujian 3 

sampel memenuhi syarat dan 11 sampel tidak memenuhi syarat karena 

mengandung BKO (9 sampel mengandung BKO deksametason,2 sampel 

mengandung BKO deksametason dan parasetamol). Sampel kasus pemeriksaan 

sebanyak 3 sampel, semuanya tidak memenuhi syarat karena mengandung BKO 

CTM, parasetamol dan sildenafil sitrat. Sampel swasta sebanyak 14 sampel 

dengan hasil semua memenuhi persyaratan terhadap uji yang dilakukan. 

Tahun 2021 Laboratorium Obat Tradisional telah mampu melakukan pengujian 

parameter baru yang diwajibkan sesuai prioritas sampling tahun 2021 maupun 

penambahan ruang lingkup sesuai SRL PPOMN. Pengujian parameter baru 

tersebut yaitu :  

0
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21
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Profil Parameter Uji Kimia Tidak Memenuhi Syarat
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AKK
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Grafik 21. Profil Parameter Uji Pengujian Kimia  Tidak 

Memenuhi Syarat 

 

Grafik 20. Profil Parameter Uji Pengujian Mikro Tidak Memenuhi 

Syarat 
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a. Identifikasi BKO Orlistat secara LCMSMS dalam sampel obat tradisional 

klaim khasiat pegal linu. 

b. Identifikasi BKO turunan sibutamin (chloro sibutramine HCL, N-desmethyl 

sibutramine HCL, benzyl sibutramine HCL) secara LCMSMS dalam sampel 

obat tradisional  klaim khasiat pelangsing.  

c. Identifikasi Betametason, Deksametason, Metil prednisolon, Prednisolon 

dan Prednison secara LCMSMS dalam sampel obat tradisional klaim khasiat 

pegal linu. 

d. Penetapan Kadar Glukosamin HCL secara KCKT-derivatif dalam sampel 

suplemen kesehatan. 

e. Identifikasi INH (Isoniazid), Rifampisin,  Etambutol dan Pyrazinamid dalam 

sampel obat tradisional klaim khasiat batuk. 

f. Identifikasi Difenhidramin HCl, Klorfeniramin Maleat, Prometazin HCl, 

Siproheptadin HCl, Tripolidin HCl, Loratadin dan Bromfeniramin Maleat 

secara GCMS dalam sampel obat tradisional klaim khasiat masuk angin. 

Sehingga ada peningkatan SRL Laboratorium OT SK kimia dari 83,1% pada 

tahun 2020 menjadi 89,8% pada tahun 2021. 

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisonal  

Dalam rangka pemeriksaan terhadap pemenuhan penerapan Cara Pembuatan 

Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), pada Tahun 2021 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 1 sarana (100%) IOT yang ada dengan hasil MK, 

pemeriksaan sarana UKOT sebanyak 28 sarana (84,85%) dari 33 UKOT yang 

ada dengan hasil 12 sarana (42,86%) MK dan 16 sarana (57,14%) TMK, 

sedangkan untuk sarana UMOT dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana (80%) 

dari 5 UMOT yang ada dengan hasil 2 sarana (50%) MK dan 2 sarana (50%) 

TMK. Hasil TMK karena terdapat temuan aspek CPOTB major yang pada aspek 

sanitasi higiene Terhadap sarana dengan hasil pemeriksaan TMK diberikan 

tindak lanjut surat peringatan.  
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Profil hasil pemeriksaan sarana produksi OT seperti pada grafik 22. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan serta pendampingan 

kepada pelaku usaha produksi Obat Tradisional evaluasi Corrective Action and 

Preventif Action (CAPA) tetap dilakukan secara rutin. Pada saat pandemi evaluasi 

dilakukan terhadap dokumen CAPA yang dikirim dari sarana. 

4. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional 

Ditingkat distribusi, pada 

Tahun 2021 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 45 

sarana (21,74%) dari 207 

sarana yang ada. Hasil 

pemeriksaan menunjukkan 

terdapat 23 sarana (51%) MK 

dan 22 sarana (49%) TMK. 

Profil hasil pemeriksaan 

sarana distribusi OT 

ditampilkan pada grafik 23. 

Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut pemusnahan produk 

dan peringatan langsung ke sarana.  

Grafik 23. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana 

Distribusi OT 

 

Grafik 22. Profil Hasil Pemeriksaan IOT /UKOT /UMOT 2021 
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D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN, DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN 

KESEHATAN  

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan   

Berdasarkan Pedoman Prioritas Sampling Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan tahun 2021, sampling rutin suplemen kesehatan terdiri dari 70% 

sampel acak dan 30% sampel targeted, dengan rencana awal total sampel 

sebanyak 162 sampel, kemudian direvisi menjadi 130 sampel karena 

refocusing anggaran terkait pandemic Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil hasil pengujian sampel 

Profil hasil pengujian sampel 

rutin suplemen kesehatan 

secara total terdapat pada 

grafik 24. Sedangkan profil 

hasil pengujian dengan 

sampling targeted terdapat 

pada grafik 25, dan acak 

terdapat pada grafik 26. Pada 

profil tersebut dapat dilihat 

bahwa dari total 130 sampel 

suplemen kesehatan yang diuji, 

sebanyak 107 sampel (82,31%) 

memenuhi syarat dan 23 sampel (17,69%) tidak memenuhi syarat. Sampel 

yang tidak memenuhi syarat tersebut yaitu, 20 sampel TMK penandaan dan 1 

sampel TMK penandaan dan TMS kadar air, 1 sampel TMS karena terdeteksi 

DNA Porchine, 1 sampel TMS kimia kadar vitamin C. 
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Grafik 24. Profil Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan 
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Grafik 25. Profil Hasil Pengujian Sampel 
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Berikut grafik sampling acak suplemen Kesehatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan  

Ditingkat distribusi, pada Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat 

terhadap 4 sarana dari 16 sarana yang ada. Hasil pemeriksaan 4 sarana 

(100%) MK. 

E. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIK 

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Kosmetik 

Pengujian sampel kosmetik mengacu pada Pedoman Sampling Kosmetik tahun 

2021. Jumlah kosmetik yang disampling oleh Balai Besar POM di Yogyakarta 

sebanyak 778 sampel, dimana 1 sampel tidak memiliki ijin edar (TIE) dan tidak 

dilakukan pengujian, sehingga jumlah yang diuji di laboratorium kosmetik 

sebanyak 777 sampel. Jumlah tersebut turun dari target awal yaitu 972 menjadi 

778 karena refocusing anggaran sebagai imbas adanya pandemi Covid 19. Dari 

777 sampel kosmetik 318 sampel diantaranya dilakukan uji mikrobiologi. Jumlah 

parameter uji kimia untuk produk kosmetik adalah 5048 parameter uji kimia (tidak 

termasuk organoleptis sampel) dan jumlah parameter uji mikro 1591. 

Hasil pengujian terhadap 777 sampel menunjukkan 731 sampel (94,08%) 

memenuhi syarat (memenuhi kriteria/MK penandaan dan memenuhi syarat/MS 

uji laboratorium), sedangkan 46 sampel (5,92%) tidak memenuhi syarat. Sampel 

yang tidak memenuhi syarat antara lain, 11 sampel (1,42%) MK penandaan dan 

TMS uji laboratorium, 30 sampel (3,86%) TMK penandaan dan MS uji 

laboratorium, serta 5 sampel (0,64%) TMK penandaan dan TMS uji laboratorium.  

 

66 1515

Suplemen Kesehatan Sampling 
Acak

MK MS

TMK penandaan

Grafik 26. Profil Hasil Pengujian Sampel 

Suplemen Kesehatan Sampling Acak 
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Hasil Pengujian dapat dilihat pada grafik berikut:  

 

 

Adapun 16 sampel yang TMS uji laboratorium meliputi 3 sampel TMS kadar 

metanol, 1 sampel TMS asam retinoat, 1 sampel TMS hidrokinon dan asam 

retinoat, 1 sampel TMS deksametason, 4 sampel TMS Angka LempengTotal 

(ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK) serta 6 sampel TMS Angka Lempeng 

Total (ALT).   

Profil hasil pengujian kosmetika tahun 2021 ditampilkan pada grafik berikut: 

 

 

    

  

 

 

 

 

Terhadap produk kosmetik TMS, telah ditindaklanjuti dengan melaporkan ke 

Badan POM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 

Selain pengujian terhadap sampel rutin, dilakukan pengujian terhadap sampel 

kasus sejumlah 45 sampel terdiri atas sampel kosmetik dari Kelompok Substansi 

Penindakan sebanyak 44 sampel dan Kelompok Substansi Pemeriksaan 

sebanyak 1 sampel. Hasil pengujian terhadap 45 sampel tersebut didapatkan 

731
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5

Memenuhi syarat (MS uji Lab/MK
penandaan)
Tidak memenuhi syarat (TMS uji lab/MK
penandaan)
Tidak memenuhi syarat (MS uji lab/TMK
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Grafik 28. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sampel Kosmetik 

Grafik 27. Profil Hasil Pengujian Kosmetika 
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hasil 31 sampel TMS yaitu 3 sampel TMS Kadar Metanol, 3 sampel TMS 

Hidrokinon, 4 sampel TMS Asam retinoat dan Hidrokinon, dan 20 sampel TMS 

raksa. 

Pada tahun 2021, dilakukan penambahan parameter uji baru, yaitu Identifikasi 

Acid red 52, Acid red 88, Acid red 73, Azelaic acid; Penetapan kadar Allura red, 

DMDN Hidantoin, Metilisotiazolinon, Metil benziliden camphor, Dioksan, 

Piroktonolamin. Di samping itu juga ada penambahan parameter uji untuk 

pemenuhan Standar Ruang Lingkup yaitu Identifikasi Cetirizin, Terbinafin dan 

Penetapan kadar Alpha Hidroksi Acid (Asam laktat dan asam glikolat) sehingga 

total parameter uji yang mampu dilakukan berjumlah 5.316. 

2. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 

Total jumlah sarana produksi kosmetik yang ada di DIY sebanyak 25 sarana yang 

meliputi 21 sarana industri kosmetika golongan A dan 4 sarana industri kosmetika 

golongan B. Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan dalam rangka 

pemeriksaan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) terhadap 17 

sarana golongan A. Hasil pemeriksaan menunjukkan 10 sarana (59%) MK dan 7 

sarana industri kosmetika (41%) TMK, dan telah dilakukan tindak lanjut dengan 

memberikan peringatan ke sarana tembusan ke Direktorat Pengawasan 

Kosmetik Badan POM. Untuk kosmetik golongan B diperiksa 3 sarana dengan 

hasil MK semua. Profil hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik ditampilkan 

pada grafik berikut: 

 

Grafik 29. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 
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3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika 

Telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap sarana distribusi kosmetika 

pada tahun 2021 sebanyak 83 sarana (19,62%) dari total 423 sarana yang ada. 

Aspek yang diperiksa meliputi administrasi, penyimpanan dan legalitas produk 

yang dijual dengan hasil pemeriksaan 59 sarana (71,08%) MK dan 24 sarana 

(28,91%) TMK. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut 

pemusnahan produk dan peringatan langsung ke sarana. 

4. Pemeriksaan Sarana Klinik Kecantikan 

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan sarana Klinik Kecantikan 

sebanyak 10 sarana (18,86%) dari 53 sarana yang ada. Aspek yang diperiksa 

meliputi administrasi, penyimpanan dan legalitas sarana serta produk yang dijual 

dengan hasil pemeriksaan 6 sarana (60%) MK dan 4 sarana (4%) TMK. 

Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut pemusnahan produk 

dan peringatan langsung ke sarana. 

F. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN 

PANGAN  
 

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan terhadap mutu dan keamanan produk 

pangan meliputi: 

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk Pangan 

Pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan yang mengacu pada 

Pedoman Sampling Produk Pangan tahun 2021. Sampel yang diuji meliputi 

sampel pangan rutin, sampel swasta, sampel kasus pemeriksaan, sampel 

penindakan, dan sampel food security. Sampel rutin yang diuji berjumlah 952, 

sampel swasta 289, sampel kasus pemeriksaan 1, sampel penindakan 20, sampel 

food security 1510, sehingga diperoleh total sampel yang diuji pada tahun 2021 

adalah sejumlah 2772 sampel.  
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Profil jenis dan jumlah sampel pangan ditampilkan pada grafik 30. 

 

 

Dari 952 sampel yang diperiksa, sampel yang diuji di laboratorium dan 3 sampel 

TIE (tidak masuk laboratorium), 1 sampel pangan hanya diuji mikrobiologi. 

Mengacu pada Pedoman Sampling Produk Pangan tahun 2021 jumlah produk 

pangan yang disampling oleh Balai Besar POM di Yogyakarta sebanyak 952 

sampel, akan tetapi sampel yang dikirim ke Laboratorium Pangan hanya berjumlah 

949 sampel, hal ini dikarenakan terdapat 3 sampel yang masuk dalam kategori 

Tanpa Ijin Edar (TIE), dan 13 sampel hanya diuji secara mikrobiologi tanpa 

dilakukan pengujian kimia. Sampel produk pangan yang berjumlah 952 ini terdiri 

dari sampel targeted (252 sampel) dan sampel acak (700 sampel).  

a. Sampel Pangan Targeted 

Sampling dan pengujian pangan targeted dilakukan terhadap komoditi pangan 

yang meliputi : PJAS, DNA Porcine, Kasus, UMKM, Fortifikasi, Ruang 

Lingkup, Lokal Spesifik, AMIU, Air Baku, Tap Water, PDAM, Pemahit dan 

Kemasan Pangan. Kriteria untuk sampel pangan targeted, evaluasi 

penandaan pada penentuan kesimpulan sampel MS/TMS untuk sampel 

72,91%

27,09%
MS

TMS

Grafik 31.  Profil sampel pangan targeted pada tahun 2021 
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Grafik 30. Profil Jenis dan Jumlah Sampel Pangan 
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pangan targeted hnaya berdasarkan hasil uji, evaluasi penandaan tidak 

menjadi penentu. 

Hasil pengujian berdasarkan parameter kimia dan/atau parameter 

mikrobiologi terhadap sampel targeted (252 sampel) yaitu terdapat 184 (72,91 

%) sampel MS dan 68 (27,09 %) sampel TMS . Tindak lanjut terhadap sampel 

TMS dilaporkan ke Badan POM, kecuali untuk produk lokal (IRTP) 

direkomendasikan usulan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setempat.  

1)  Sampel Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) 
 

Selama tahun 

2021 telah 

dilakukan 

sampling dan 

pengujian sampel 

PJAS dari Sekolah 

Dasar di wilayah 

Kota/Kabupaten di 

DIY sejumlah 16  

sampel.   

Hasil pengujian berdasarkan parameter kimia dan/atau parameter 

mikrobiologi terhadap sampel PJAS sejumlah 16 sampel, menunjukkan 

bahwa terdapat 14 (87,50 %) sampel MS dan 2 (14,28 %) sampel TMS 

. Sampel yang TMS parameter mikrobilogi yaitu Salmonella, Angka 

Bacillus cereus dan MPN E coli. Profil hasil pengujian PJAS ditampilkan 

pada grafik 32. 

2) Sampel Pangan Fortifikasi  
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Grafik 32.  Profil Hasil Pengujian Sampel PJAS 
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Sampling dan pengujian produk pangan fortifkasi pada tahun 2021 

adalah sejumlah 115 sampel, yang terdiri dari 75 sampel garam, 25 

sampel minyak goreng dan 15 sampel tepung terigu.  

Hasil pengujian berdasarkan parameter kimia dan/atau parameter 

mikrobiologi terhadap 115 sampel tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat 86  (74,78%) sampel MS dan 29 (25,22%) sampel TMS.  

Sampel TMS sejumlah 29 terdiri dari 2 sampel TMS Kadar Air, 26 

sampel TMS Kalium Iodat (KIO3) pada produk Garam dan 1 sampel 

TMS Vitamin B2 pada produk Tepung Terigu. Tindak lanjut terhadap 

sampel TMS dilaporkan ke Badan POM.  Profil hasil pengujian sampel 

pangan fortifikasi ditampilkan pada grafik 33. 

3) Sampel Kemasan Pangan 

Kemasan Pangan yang telah disampling dan dilakukan pengujian pada 

tahun 2021 jenisnya adalah Kemasan Galon yang berjumlah 2 (dua) 

sampel. Kemasan berbahan polikarbonat dilakukan uji migrasi BPA 

dan migrasi Cr (VI). Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa 

seluruh sampel tersebut MS (100%). 

4) Sampel DNA Porcine 

Sampel rutin Pengujian DNA Porcine pada tahun 2021, berupa 

marshmallow, patties daging sapi dan burger daging sapi sejumlah 3 

sampel. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa 2 (66,67%) 

sampel MS dan 1 (0,33%)  sampel TMS. 

Selain sampel rutin, pengujian DNA porcine dilakukan terhadap 

sampel uji rujuk sebanyak 6 sampel.  Sampel uji rujuk berasal dari 2 

balai, yaitu : BBPOM Samarinda (3 sampel) dan BPOM Serang (3 

sampel). Dari 6 sampel uji rujuk tersebut, 6 (100%) sampel Tidak 

Terdeteksi DNA Porcine. 

5) Sampel UMKM, Kasus, Ruang Lingkup dan Lokal Spesifik  

Salah satu bentuk dukungan BPOM terhadap UMKM adalah dengan 

memberikan pendampingan dan memberikan bantuan berupa 

pengujian laboratorium terhadap produk UMKM sebagai salah satu 

syarat untuk mendapatkan NIE BPOM. 

Sampel UMKM pada tahun 2021, yang diuji sebanyak 19 sampel. Hasil 

pengujian berdasarkan parameter kimia dan/atau parameter 

mikrobiologi menunjukkan bahwa sebanyak 18 (94,74%) sampel MS 
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dan 1 sampel TMS (5,26%) yang terdiri dari 1 sampel TMS kadar 

sakarosa pada sampel susu. 

Dalam rangka menanggapi aduan dan berita negatif yang beredar di 

masyarakat dilakukan sampling kasus. Sampel kasus yang telah diuji 

selama tahun 2021 sebanyak 35 sampel. Hasil pengujian berdasarkan 

parameter kimia dan/atau parameter mikrobiologi menunjukkan bahwa 

21 (60,00%) sampel MS dan 14 (40,00%) sampel TMS. Sampel yang 

TMS Boraks merupakan sampel produk bakso daging sapi, BTP 

pengembang, bleng, puli, sedangkan TMS kadar air dan TMS 

pemerian yaitu makanan tambahan untuk ibu hamil. 

Dalam rangka memelihara kompetensi pada ruang lingkup akreditasi, 

maka dilakukan sampling dan pengujian berdasarkan parameter kimia 

dan/atau parameter mikrobiologi terhadap 20 sampel. Hasil pengujian 

dari 20 sampel tersebut, sebanyak 16 (80,00%) sampel MS dan 4 

(20,00%) sampel TMS yaitu 1 sampel TMS pengawet, 1 sampel TMS 

protein, 1 sampel TMS kadar air dan abu serta TMS mikrobiologi. 

Yogyakarta merupakan kota pariwisata yang menjadi tujuan 

wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Makanan khas yang 

selalu diburu oleh wisatawan baik untuk dikonsumsi sendiri maupun 

sebagai oleh-oleh. Untuk menjaga agar makanan khas terjamin 

keamanannya, maka dilakukan sampling dan pengujian terhadap 

sampel local spesifik sebanyak 31 sampel dengan hasil 20 sampel MS 

(64,52%) dan 11 sampel TMS (35,48%) yaitu 5 sampel TMS pewarna, 

1 sampel TMS sakarin, 3 sampel TMS pengawet dan 1 sampel TMS 

mikrobiologi. 

b. Sampel Pangan Acak 

85,14%

4,71%

7,86%
1,86%

0,43%

2,29%

MS (MK
penandaan dan
MS uji)

TMS (TMK
penandaan dan
MS uji)

TMS (MK
penandaan dan
TMS uji)

Grafik 34. Profil sampel pangan acak pada tahun 2021 
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Sampling pangan yang dilakukan dengan metode acak untuk 

memenuhi aspek keterwakilan sampel makanan di pasaran. Untuk 

menentukan suatu sampel MS atau TMS maka selain hasil uji, TIE 

(termasuk palsu dan illegal), kadaluarsa, dan rusak, evaluasi 

penandaan juga menjadi penentu kesimpulan akhir. 

Jumlah sampel pangan acak sebanyak 700 sampel yang diuji dengan 

parameter kimia dan atau mikrobiologi. Dari 700 sampel tersebut 

sebanyak 596 (85,14%) sampel MS (MK penandaan dan MS uji), 33 

(4,71%) sampel TMS (TMK penandaan dan MS Uji), 55 (7,86%) 

sampel TMS (MK penandaan dan TMS uji), 13 (1,86%) sampel TMS 

(TMS penandaan dan TMS uji), dan 3 (0,43%) sampel TMS TIE . 

Parameter tidak memenuhi syarat yang dominan adalah TMK 

penandaan label. 

c. Sampel Swasta dan Kasus Penyidikan 

Sampel swasta merupakan sampel yang berasal dari pihak ketiga, 

yaitu kepolisian, instansi lintas sektor, dan perusahaan swasta. 

Sampel swasta yang diujikan ke BBPOM di Yogyakarta tahun 2021 

berjumlah 289 sampel, dan dilakukan pengujian kimia terhadap 

parameter uji bahan berbahaya atau parameter lain sesuai permintaan 

dari pelanggan.     

Hasil pengujian sampel swasta sejumlah 289 sampel, yaitu 239 

(82,67%) sampel MS dan 50 (17,30%) sampel TMS, terdiri dari : TMS 

Arsen (2 sampel), TMS Benzoat (5 sampel), TMS Boraks (14 sampel), 

TMS Formalin (14 sampel), TMS Rasio pewarna (1 sampel), TMS 

Rhodamin B (2 sampel), TMS Sakarin Siklamat (1 sampel), TMS 

Sakarin (1 sampel), TMS Siklamat (9 sampel), dan TMS Tartrasin (1 

sampel). 

Sampel kasus penyidikan berasal dari Substansi Penindakan telah 

diuji sebanyak 20 sampel, dengan hasil pengujian yaitu 12 (60%) 

sampel MS dan 8 (40%) sampel TMS (Formalin).   

Sampel kasus pemeriksaan berasal dari Substansi Pemeriksaan 

telah diuji sebanyak 1 sampel, dengan hasil pengujian yaitu 1 

(100%) sampel TMS (Rhodamin B). 
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d. Sampel Pemantauan Keamanan Tamu Negara (Food Security) 

 

Kegiatan pemantauan keamanan pangan Tamu Negara (Food 

Security) dilakukan ketika ada kunjungan Presiden (RI 1), Wakil 

Presiden (RI 2), Istri Presiden (RI 3), Istri Wakil Presiden (RI 4) dan 

tamu dari negara lain setingkat kepala negara. 

Kegiatan Food Security pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 29 (dua 

puluh sembilan) kali, yang merupakan kunjungan RI 1. 

Jumlah sampel pangan Tamu Negara yang diuji total 1510 sampel, 

dengan hasil 1509 sampel MS (99,93%) dan 1 sampel TMS (0,07%) 

pemerian. Hasil pengujian pangan sampel Tamu Negara ditampilkan 

pada grafik 35. 

e. Mobil Laboratorium Keliling (Mobling) 

Pengawasan pangan juga 

dilakukan dengan menggunakan 

mobil laboratorium keliling yaitu 

mobil yang didesain sedemikian 

rupa menjadi laboratorium 

keliling yang dilengkapi dengan: 

a) Peralatan pengujian cepat 

terhadapbahan   

berbahaya pada pangan 

(formalin, boraks, Rhodamin-B,methanyl yellow) 

1509 1

1

MS

TMS

Grafik 35. Profil Hasil Pengujian Sampel Tamu Negara 

 

Gambar 31. Pengujian Pangan dengan 

Laboratorium Keliling  
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b) Bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat 

berupa buku, leaflet, brosur, komik, poster 

Pada tahun 2021 penggunaan mobil laboratorium keliling dilakukan 

pada beberapa kegiatan yaitu : 

Sampling dan pengujian pangan jajanan di bulan puasa (takjil) 

dengan sasaran 11 sentra penjualan takjil yang terdiri dari 268 

sampel dengan hasil uji 260 sampel MS dan 8 sampel TMS (3%). 

Sampling dan pengujian pangan dalam rangka Gerakan Keamanan 

Pangan Desa (GKPD). Tujuan GKPD adalah meningkatkan 

kemandirian masyarakat desa dalam keamanan pangan. Pada 

tahun 2021 terdapat 8 desa yang telah dilakukan intervensi baik 

dengan KIE maupun pengambilan sampel untuk dilakukan uji bahan 

berbahaya. Pengambilan sampel dilakukan dalam 2 tahap yaitu 

tahap 1 pada bulan Agustus, September, tahap 2 pada bulan 

November 2021 di sarana komunitas ritel/IRTP/PKL yang 

diintervensi. Pengujian sampel tahap 1 sebanyak total 164 sampel 

dengan hasil 135 sampel MS (82,31%) dan 29 sampel TMS 

(17,68%). Pengujian sampel tahap 2 sebanyak total 155 sampel 

dengan hasil 136 sampel MS (87,74%) dan 19 sampel TMS 

(12,26%). 

Sampling dan pengujian pangan dalam rangka Natal dan Tahun 

Baru. Pengambilan sampel dilakukan di 5 pasar yaitu Pasar Wates, 

Pasar Bendungan, Pasar Sleman unit 1, Pasar Sleman unit 2, dan 

Pasar Pakem pada Bulan Desember, total sampel sebanyak 87 

sampel dengan hasil 63 sampel MS (72,41%) dan 24 sampel TMS 

(27,59%).  
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Profil hasil sampling dan pengujian pangan menggunakan mobil 

laboratorium keliling ditampilkan pada grafik 36. 

 

 

 

 

 

5. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan  

Di tingkat produksi pangan, pada Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan 

terhadap 145 sarana 47able4747n yang terdiri atas 63 (43,45%) 47able4747n 

pangan MD dan 82 (56,55%) 47able4747n rumah tangga pangan (IRTP) yang 

sudah memiliki nomor pendaftaran PIRT. Pemeriksaan sarana produksi ini 

difokuskan pada penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) 

dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. 

Hasil pemeriksaan sarana 47able4747n pangan MD memperlihatkan bahwa 50 

sarana (79,37%) sudah menerapkan CPPOB, sedangkan 13 sarana (20,63%) 

belum menerapkan CPPOB secara konsisten. Terhadap hasil pemeriksaan yang 

belum menerapkan CPPOB tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa 

peringatan dan 47able4747n perbaikan. 
  

Grafik 36. Profil Hasil Sampling dan Pengujian Pangan dengan Mobil 

Laboratorium Keliling 
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Hasil pemeriksaan IRTP diketahui bahwa 33 (40,24%) sarana telah menerapkan 

CPPOB untuk IRTP, dan 49 sarana (59,76%) belum menerapkan CPPOB untuk 

IRTP. Terhadap sarana yang belum menerapkan CPPOB IRTP,  telah dilakukan 

tindak lanjut berupa rekomendasi pembinaan ke Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota setempat. Dari 49 rekomendasi yang dikirim, telah ditindaklanjuti 

oleh Dinas Kesehatan sebanyak 32 sarana (65,31%). Profil pemeriksaan sarana 

produksi pangan tahun 2021 sebagai berikut: 

6. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya 

Di tingkat distribusi dan pengecer pangan, pada Tahun 2021 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 201 sarana, dengan hasil 134 sarana (66,67%) MK dan 67 

sarana (33,33%) TMK, yaitu 14 sarana agen /distributor (20,90%) belum sesuai 

dengan Cara Distribusi Makanan yang Baik (CDMB) dan 53 sarana ritel (76,81%) 

belum sesuai dengan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB). Terhadap 

pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut antara lain berupa 

pemusnahan produk TIE ( tanpa Ijin Edar)  atau rusak pdan emberian surat 

peringatan langsung ke 67 sarana. 

Pada Tahun 2021 juga dilakukan pemeriksaan terhadap distribusi bahan 

berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, yaitu pada sarana 

Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya Formalin (1 sarana), Pengecer Terdaftar 

Bahan Berbahaya Rhodamin B dan Methanyl Yellow (1 sarana), Pengecer 

Terdaftar Bahan Berbahaya Formalin (1 sarana) dengan hasil MK. 

Grafik 37. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan 
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Profil hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan & Bahan Berbahaya sebagai 

berikut: 

 

7.  Intensifikasi Pengawasan Pangan   

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan olahan 

yang tidak memenuhi ketentuan, BBPOM di Yogyakarta melakukan Intensifikasi 

pengawasan pangan menjelang Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Target utama 

pengawasan adalah produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa 

dan rusak di sarana hulu rantai distribusi produk pangan seperti importir dan 

distributor, dan pengawasan di sarana ritel (pasar tradisional, 49abl, 

supermarket, dan hypermarket), serta pembuat dan/atau penjual parsel. Di 

samping upaya represif, juga dilakukan upaya preventif berupa KIE masyarakat 

dan pelaku usaha, baik secara langsung maupun menggunakan media 

49able49 dan leaflet. 

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru 

2021, mencakup 433 sarana dengan 348 sarana (80,37%) MK dan 85 sarana 

(19,63%) TMK. 

  

  

Grafik 38. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan & Bahan 

Berbahaya 
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   Rincian temuan sebagaimana table berikut: 

Jenis Temuan Jumlah 

(Kemasan) 

Persentase Temuan 

(%) 

TIE 1493 54,02% 

ED 936 33,86% 

Rusak 335 12,12% 

Tabel 2. Rincian Temuan Intensifikasi Pengawasan Pangan  

Profil temuan dalam rangka intensifikasi pangan sebagai berikut: 

 

Temuan produk paling besar adalah 

tanpa ijin edar dengan jenis Bahan 

Tambahan Pangan. Total nilai 

ekonomis dari produk pangan TMS 

sebanyak Rp 8.956.648. 

 

 

 

 

 

  

Grafik 39. Temuan Intensifikasi Pangan  

Gambar 32. Pengawasan Intensifikasi 

Pangan Jelang Idul Fitri 


